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Strategi Panwasam Kecamatan Mendahara dalam meningkatkan 

peran masyarakat umum dalam pengawasan partisipatif bertujuan 

untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Dengan melibatkan 

masyarakat secara aktif, Panwascam berupaya membangun 

kesadaran akan pentingnya pengawasan pemilu yang transparan. 

Metode yang digunakan mencakup sosialisasi, pelatihan, dan 

pembentukan kelompok pengawas berbasis masyarakat. Selain itu, 

kolaborasi dengan lembaga masyarakat dan penggunaan media sosial 

sebagai alat komunikasi efektif menjadi bagian integral dari strategi 

ini. Hasil dari penerapan strategi ini menunjukkan peningkatan 

partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, serta munculnya 

inisiatif lokal untuk melaporkan pelanggaran. Dengan demikian, 

upaya ini tidak hanya memperkuat integritas pemilu tetapi juga 

memberdayakan masyarakat sebagai agen perubahan. Diharapkan, 

model ini dapat diterapkan di daerah lain untuk mendorong 

pengawasan pemilu yang lebih partisipstif dan berkualitas. 
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1. PENDAHULUAN 

Pemilu yang jujur dan adil merupakan fondasi demokrasi yang sehat. Dalam 

konteks ini, peran masyarakat sebagai pengawas menjadi sangat penting. Di Kecamatan 

Mendahara, Panitia Pengawas Pemilu (Panwascam) berkomitmen untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk 

memastikan integritas proses pemilu, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan publik 

terhadap lembaga pemilu. 

Dalam era informasi saat ini, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu 

dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemantauan langsung di lapangan, 

pelaporan dugaan pelanggaran, dan pendidikan pemilih(Nisak, 2024). Dengan 
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meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, Panwascam Mendahara berharap 

dapat menciptakan suasana pemilu yang transparan dan akuntabel. 

Strategi ini mencakup pelatihan untuk relawan, sosialisasi mengenai hak dan 

kewajiban pemilih, serta penggunaan teknologi untuk memudahkan partisipasi(Tamam & 

Nisak, 2024). Melalui kolaborasi antara Panwascam dan masyarakat, diharapkan tercipta 

pengawasan yang efektif, yang pada gilirannya akan mendukung tercapainya pemilu yang 

bebas dari kecurangan. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat tidak hanya 

memperkuat proses pengawasan, tetapi juga memperkokoh demokrasi di Kecamatan 

Mendahara. 

Pemilihan umum (Pemilu) yang jujur dan adil merupakan salah satu fondasi utama 

dari demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik. Pemilu yang transparan memastikan 

bahwa setiap suara dihitung secara adil dan akurat, serta memberi masyarakat hak untuk 

memilih pemimpin mereka tanpa adanya intimidasi atau manipulasi. Dalam konteks ini, 

pengawasan pemilu menjadi hal yang krusial. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum, pengawasan partisipatif sangat diperlukan untuk menjaga 

integritas pemilu dan mencegah pelanggaran(Fatimah et al., 2024). Partisipasi masyarakat 

dalam pengawasan pemilu mencerminkan bentuk keterlibatan langsung warga negara 

dalam demokrasi (Badan Pengawas Pemilu, 2019). 

Pengawasan partisipatif adalah proses di mana masyarakat secara aktif berperan 

dalam memantau jalannya pemilu, memastikan bahwa aturan yang berlaku dipatuhi, serta 

melaporkan setiap pelanggaran yang terdeteksi. Di Kecamatan Mendahara, Panitia 

Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) berperan strategis dalam menggerakkan 

partisipasi masyarakat. Peran ini termasuk memberikan edukasi, sosialisasi, serta 

mengembangkan berbagai strategi untuk menguatkan kesadaran masyarakat mengenai 

pentingnya pengawasan partisipatif (Marzuki, 2021). Salah satu tantangan utama dalam 

meningkatkan peran serta masyarakat adalah kurangnya pemahaman mengenai prosedur 

pemilu dan ketakutan akan potensi reperkusi dari pelaporan pelanggaran. 

Sejalan dengan teori pengawasan partisipatif yang dikemukakan oleh Ahmad 

(2020), keterlibatan masyarakat dalam pemilu tidak hanya memberikan kontribusi pada 

transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

sistem pemilu itu sendiri. Dengan demikian, strategi yang dikembangkan oleh Panwascam 

Mendahara bertujuan untuk menciptakan pemilu yang tidak hanya bebas dari kecurangan 

tetapi juga didukung oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya integritas demokrasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi-strategi 

yang diterapkan oleh Panwascam Kecamatan Mendahara dalam meningkatkan peran 

masyarakat umum dalam pengawasan pemilu. Dengan menggunakan metode penelitian 

yuridis empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

efektivitas strategi tersebut dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil. 

 
2. METODE  

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu metode yang melibatkan 

pengamatan langsung dan pengumpulan data di lapangan. Artinya, peneliti tidak hanya 

mempelajari aturan-aturan hukum, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal 
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langsung dari lokasi penelitian, seperti wawancara dan pengumpulan informasi dari pihak 

yang terkait dengan Panwascam Kecamatan Mendahara. Metode ini membantu peneliti 

mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana strategi Panwascam dijalankan 

dan bagaimana masyarakat berperan dalam pengawasan pemilu. 
 

 

3. HASIL DAN DISKUSI  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Panwascam 

Kecamatan Mendahara telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pengawasan pemilu. Salah satu strategi yang paling efektif adalah melalui sosialisasi dan 

pelatihan bagi relawan yang bertugas sebagai pengawas. Relawan ini dibekali pengetahuan 

tentang aturan pemilu, cara mendeteksi pelanggaran, dan prosedur pelaporan yang benar. 

Dengan adanya pelatihan ini, relawan menjadi lebih siap untuk berkontribusi dalam 

menjaga integritas pemilu(Devi et al., 2023). Selain itu, kampanye kesadaran yang 

dilakukan melalui seminar dan diskusi publik juga terbukti meningkatkan pengetahuan 

masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai pemilih dan pentingnya pengawasan pemilu. 

Penggunaan teknologi juga memainkan peran penting dalam mempermudah 

masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan. Aplikasi pelaporan yang dikembangkan 

memungkinkan masyarakat untuk dengan cepat melaporkan dugaan pelanggaran, sehingga 

mempersingkat waktu respons terhadap insiden yang dilaporkan. Penggunaan media sosial 

sebagai alat komunikasi juga membantu memperluas jangkauan informasi dan mendorong 

lebih banyak orang untuk terlibat. 

 Teori pengawasan partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam 

mengawasi jalannya pemilu sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan demokrasi. Ahmad 

(2020) menyatakan bahwa pengawasan partisipatif mampu meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas pemilu, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap 

proses demokrasi. Selain itu, teori modal sosial yang dikemukakan oleh Putnam (2000) 

menyebutkan bahwa kolaborasi antara masyarakat dan organisasi lokal memperkuat 

jaringan pengawasan, menciptakan sinergi positif dalam menjaga keadilan pemilu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kusdianita (2022) mendukung teori ini dengan 

menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam pengawasan pemilu, seperti aplikasi 

pelaporan, secara signifikan meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini juga dipadukan 

dengan strategi edukasi yang diterapkan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwascam) 

Kecamatan Mendahara, yang berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat sebesar 20% 

dalam pemilu dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. 

Teori ini sejalan dengan temuan dalam beberapa penelitian yang menyoroti pentingnya 

edukasi, penggunaan teknologi, serta kolaborasi dalam meningkatkan efektivitas 

pengawasan pemilu. Purnamasari (2022) dan Marzuki (2021) juga menggarisbawahi 

bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan kunci untuk 

memastikan pemilu yang lebih adil dan jujur. 

 Teori pengawasan pemilu menekankan pentingnya adanya mekanisme kontrol 

terhadap proses pemilihan umum untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara jujur, 

adil, dan transparan. Pengawasan pemilu dilakukan untuk mencegah terjadinya 

kecurangan, pelanggaran, dan penyimpangan yang dapat merusak integritas pemilu. 

Ahmad (2020) menjelaskan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya dilakukan oleh 
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lembaga pengawas formal, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat melalui 

pengawasan partisipatif(Nurjali et al., 2023). Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan 

pemilu memperkuat legitimasi hasil pemilu serta meningkatkan kepercayaan publik 

terhadap proses demokrasi. Selain itu, teori modal sosial dari Putnam (2000) juga relevan 

dalam konteks ini, di mana kolaborasi antara lembaga pengawas, masyarakat, dan 

organisasi sipil dapat menciptakan jaringan pengawasan yang lebih efektif. Dengan 

demikian, teori pengawasan pemilu berfokus pada pentingnya keterlibatan semua pihak 

untuk menciptakan pemilu yang adil, demokratis, dan transparan.         

Politik pengawasan pemilu merujuk pada upaya strategis dan sistematis dalam 

mengawasi jalannya pemilu dengan tujuan menjaga keadilan, transparansi, dan 

akuntabilitas proses demokrasi. Dalam konteks ini, pengawasan pemilu tidak hanya 

dipahami sebagai tugas rutin, tetapi sebagai instrumen penting dalam menegakkan nilai-

nilai demokrasi. Teori pengawasan pemilu partisipatif yang dikemukakan oleh Ahmad 

(2020) menekankan bahwa pengawasan yang melibatkan masyarakat secara langsung 

mampu menciptakan transparansi lebih besar. Keterlibatan masyarakat bukan hanya 

sebagai pemantau pasif, tetapi juga sebagai agen yang proaktif melaporkan pelanggaran 

dan mendorong keadilan pemilu. Pengawasan ini, ketika diintegrasikan dengan kebijakan 

pemerintah dan badan pengawas formal, mampu menciptakan sistem checks and balances 

yang lebih kuat. 

Lebih lanjut, konsep "politik pengawasan" dalam konteks pengawasan pemilu tidak 

hanya mencakup aspek teknis pelaksanaan pengawasan, tetapi juga memiliki dimensi 

ideologis dan sosial. Pengawas pemilu bukan sekadar mesin yang menjalankan tugas 

teknis, tetapi harus memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip keadilan dan 

integritas pemilu. Pengawasan dalam kerangka ini memiliki karakter yang lebih substantif, 

yaitu menjaga agar proses pemilu tidak hanya berjalan sesuai aturan(Marsya et al., 2025), 

tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi dan keadilan yang sesungguhnya. 

Menurut Putnam (2000), modal sosial berupa kerja sama antarorganisasi dan masyarakat 

memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, menciptakan rasa 

tanggung jawab kolektif terhadap kualitas pemilu. 

Selain itu, teori difusi inovasi dari Rogers (2003) dapat diterapkan dalam 

pengembangan metode pengawasan pemilu. Penggunaan teknologi dalam pengawasan, 

seperti aplikasi pelaporan pelanggaran dan media sosial, mempercepat proses identifikasi 

pelanggaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam 

penelitian Kusdianita (2022), teknologi memungkinkan pengawas pemilu untuk merespons 

dugaan pelanggaran secara cepat dan efisien. Di era digital, inovasi dalam pengawasan ini 

memfasilitasi keterlibatan masyarakat yang lebih luas, khususnya di wilayah terpencil atau 

yang kurang terjangkau oleh pengawasan formal(Aulia & Musthofa, 2025). 

Dalam perspektif "politik pengawasan," tantangan utamanya adalah bagaimana 

menjaga integritas pengawasan di tengah berbagai keterbatasan, seperti kapasitas sumber 

daya manusia atau potensi intervensi politik. Menurut Marzuki (2021), pentingnya 

membangun kapasitas pengawas melalui pelatihan yang intensif dan kolaborasi dengan 

lembaga-lembaga independen menjadi kunci untuk menghadapi tantangan tersebut. 

Dengan pendekatan ini, pengawasan pemilu tidak hanya bertumpu pada regulasi formal, 

tetapi juga pada komitmen moral dan etika untuk menegakkan demokrasi yang lebih adil 

dan inklusif. 
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Secara keseluruhan, politik pengawasan pemilu menempatkan pengawas sebagai 

penjaga integritas demokrasi yang memiliki tanggung jawab moral dan strategis dalam 

memastikan proses pemilu yang bersih. Teori-teori terkait, seperti pengawasan partisipatif, 

modal sosial, dan difusi inovasi, memberikan kerangka yang komprehensif dalam 

memahami bagaimana pengawasan pemilu dapat diperkuat melalui keterlibatan 

masyarakat, kerja sama lintas sektor, dan penggunaan teknologi(Gunawan et al., 2024). 

Teori pengawasan pemilu, terutama yang menekankan pada pengawasan partisipatif, 

menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga integritas pemilu. 

Dalam teori, keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pemilu melalui pelaporan 

pelanggaran, pemantauan, dan edukasi pemilih dianggap sebagai elemen kunci untuk 

menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan transparan (Ahmad, 2020). Selain itu, teori modal 

sosial yang diusung oleh Putnam (2000) menekankan pentingnya jaringan kerja sama 

antara masyarakat, lembaga pengawas formal, dan organisasi sipil untuk memperkuat 

sistem pengawasan yang efektif. Inovasi teknologi, seperti aplikasi pelaporan pemilu, juga 

menjadi bagian dari pendekatan teoritis yang membantu mempermudah partisipasi 

masyarakat dan mempercepat proses pelaporan (Kusdianita, 2022). 

Namun, ketika teori-teori ini dihadapkan pada kenyataan di lapangan, berbagai 

tantangan muncul yang mempengaruhi efektivitas pengawasan pemilu. Di beberapa 

wilayah, teori partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu seringkali tidak berjalan 

optimal. Salah satu kendala utama yang ditemui di lapangan adalah rendahnya pemahaman 

masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam proses pengawasan. Kurangnya 

sosialisasi yang menyeluruh menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat dalam 

melaporkan pelanggaran atau terlibat dalam kegiatan pengawasan. Meski pelatihan 

pengawasan telah dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Panitia Pengawas Pemilu 

(Panwascam), masih terdapat kesenjangan dalam penerapan di beberapa daerah, terutama 

di wilayah terpencil (Marzuki, 2021). 

Selain itu, faktor kapasitas sumber daya pengawas juga menjadi kendala signifikan. 

Meski teori modal sosial menekankan pentingnya kolaborasi antarorganisasi untuk 

meningkatkan efektivitas pengawasan, pada kenyataannya, koordinasi antara badan 

pengawas formal dan organisasi masyarakat tidak selalu berjalan lancar. Kurangnya sinergi 

ini seringkali menyebabkan pelanggaran tidak terdeteksi atau tidak segera ditindaklanjuti. 

Tantangan lain yang dihadapi di lapangan adalah intervensi politik yang melemahkan 

independensi pengawas pemilu, terutama di tingkat lokal(Musthofa & Ali, 2021). Hal ini 

berdampak pada keberanian masyarakat untuk melaporkan pelanggaran, karena khawatir 

akan adanya tekanan politik atau dampak sosial negatif (Purnamasari, 2022). 

Di sisi lain, penggunaan teknologi dalam pengawasan pemilu yang digadang-gadang 

mampu meningkatkan efisiensi dan partisipasi, juga belum sepenuhnya optimal. Meskipun 

beberapa wilayah telah mengadopsi aplikasi pelaporan pelanggaran, akses terhadap 

teknologi ini terbatas di daerah yang memiliki infrastruktur internet yang minim. Selain itu, 

literasi digital yang rendah di kalangan masyarakat di beberapa wilayah juga menghambat 

penggunaan teknologi ini secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun inovasi 

teknologi menjadi solusi teoritis yang menarik, keberhasilannya sangat bergantung pada 

kesiapan infrastruktur dan literasi masyarakat (Kusdianita, 2022). 

Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa meskipun teori pengawasan pemilu 

menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk menciptakan pemilu yang lebih transparan 
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dan partisipatif, tantangan implementasi di lapangan seringkali menghambat efektivitas 

pengawasan(Susanto et al., 2024). Kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, 

intervensi politik, serta infrastruktur yang tidak merata menjadi faktor-faktor yang perlu 

diatasi agar teori-teori tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Upaya yang lebih 

sistematis dan terintegrasi diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan 

praktik dalam pengawasan pemilu. 

Kolaborasi Panwascam dengan berbagai organisasi lokal, seperti LSM dan komunitas 

pemuda, juga memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat jaringan pengawasan 

pemilu. Kerja sama ini memudahkan pengawasan di lapangan dan memastikan bahwa 

setiap dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Dari hasil evaluasi, 

ditemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu meningkat 

secara signifikan, dan hal ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan Panwascam 

Mendahara berjalan dengan efektif. 

3.1. Upaya Panwascam dalam Edukasi dan Sosialisasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panwascam Kecamatan Mendahara secara aktif 

melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satu strategi yang diterapkan 

adalah pelatihan relawan yang fokus pada pemahaman aturan pemilu, cara mendeteksi 

pelanggaran, dan prosedur pelaporan. Sosialisasi ini dilaksanakan melalui seminar, 

kampanye kesadaran, dan diskusi publik. Menurut teori pengawasan partisipatif (Ahmad, 

2020), sosialisasi adalah langkah awal yang krusial dalam menggerakkan masyarakat 

untuk berperan aktif dalam proses pengawasan. Semakin baik pemahaman masyarakat 

tentang proses dan aturan pemilu, semakin besar kemungkinan mereka untuk turut serta 

dalam menjaga integritas pemilu. 

Dalam konteks ini, peningkatan peran serta masyarakat terlihat dari jumlah relawan 

yang terlibat dalam pengawasan pemilu, yang meningkat sebesar 20% dibandingkan 

pemilu sebelumnya. Edukasi yang tepat tidak hanya memperluas pengetahuan masyarakat, 

tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya pengawasan pemilu, yang merupakan 

pilar utama dalam menciptakan pemilu yang adil dan jujur (Purnamasari, 2022). 

3.2. Penggunaan Teknologi dalam Pengawasan Pemilu 

Selain pendekatan tradisional, Panwascam juga menggunakan teknologi sebagai salah 

satu instrumen penting dalam pengawasan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan aplikasi pelaporan dan media sosial secara signifikan meningkatkan akses 

masyarakat terhadap informasi terkait pemilu. Menurut penelitian Kusdianita (2022), 

teknologi memiliki peran penting dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat, terutama di 

daerah yang sulit diakses(Nisak, 2021). Melalui aplikasi yang dikembangkan, masyarakat 

dapat melaporkan dugaan pelanggaran secara langsung dan cepat. Data menunjukkan 

bahwa jumlah laporan dugaan pelanggaran meningkat sebesar 15% dibandingkan dengan 

pemilu sebelumnya, yang menandakan bahwa masyarakat lebih mudah untuk 

menyampaikan laporan mereka melalui media digital. Hal ini sejalan dengan teori difusi 

inovasi (Rogers, 2003), di mana penggunaan teknologi memudahkan penyebaran informasi 

dan mempercepat partisipasi masyarakat dalam suatu inovasi sosial, dalam hal ini 

pengawasan pemilu. 

3.3. Kolaborasi dengan Organisasi Lokal 

Kolaborasi Panwascam dengan berbagai LSM dan komunitas lokal juga menjadi 

faktor kunci dalam meningkatkan pengawasan partisipatif. Penelitian ini menemukan 
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bahwa kemitraan dengan organisasi lokal memperkuat jaringan pengawasan dan 

memperluas jangkauan partisipasi masyarakat. Forum masyarakat yang melibatkan 

berbagai elemen seperti pemuda dan perempuan berperan sebagai ruang diskusi untuk 

merumuskan langkah-langkah pengawasan yang lebih efektif. Kolaborasi ini didukung 

oleh teori modal sosial (Putnam, 2000), di mana kerjasama antarorganisasi dapat 

meningkatkan kepercayaan dan solidaritas dalam komunitas. Dengan demikian, kolaborasi 

antara Panwascam dan organisasi lokal menciptakan sinergi yang positif dalam 

meningkatkan kualitas pengawasan pemilu di Kecamatan Mendahara. 

3.4. Evaluasi dan Umpan Balik dari Masyarakat 

Panwascam secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas 

strategi yang diterapkan. Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat partisipasi masyarakat 

mengalami peningkatan sebesar 18% dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Evaluasi 

ini tidak hanya membantu Panwascam dalam memperbaiki strategi, tetapi juga 

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan umpan balik. Menurut 

teori evaluasi kebijakan (Dunn, 2018), proses evaluasi yang terus-menerus memungkinkan 

adanya perbaikan strategi berdasarkan data empiris yang diperoleh di lapangan. Dengan 

adanya evaluasi yang tepat, Panwascam dapat menyesuaikan pendekatannya sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi di lapangan, sehingga pengawasan pemilu menjadi lebih efisien dan 

efektif. 

Teori pengawasan partisipatif yang dijelaskan oleh Ahmad (2020) menekankan 

pentingnya keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pemilu sebagai bentuk 

tanggung jawab sosial dan demokrasi. Dalam penelitian ini, penerapan teori tersebut 

terbukti efektif melalui berbagai pendekatan yang diterapkan oleh Panwascam Kecamatan 

Mendahara. Penggunaan teknologi, edukasi, serta kolaborasi dengan organisasi lokal 

menunjukkan bahwa strategi-strategi ini mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi 

masyarakat dalam mengawasi pemilu. Selain itu, teori modal sosial juga relevan dalam 

mendukung keberhasilan pengawasan partisipatif melalui kerja sama dan keterlibatan 

berbagai elemen masyarakat. 

Penelitian ini juga menegaskan bahwa pendekatan pengawasan partisipatif 

membutuhkan upaya yang berkelanjutan dan terintegrasi antara berbagai pihak untuk 

menciptakan pemilu yang adil dan jujur. Evaluasi yang dilakukan secara berkala menjadi 

kunci untuk memperbaiki strategi dan memastikan bahwa masyarakat terus dilibatkan 

secara aktif dalam proses pengawasan pemilu. 

 
4. KESIMPULAN  

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Panwascam Kecamatan Mendahara dalam 

meningkatkan peran masyarakat umum dalam pengawasan partisipatif telah memberikan 

dampak positif terhadap integritas dan transparansi pemilu. Dengan pendekatan yang 

mengedepankan edukasi, penggunaan teknologi, kolaborasi dengan organisasi lokal, serta 

evaluasi yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu meningkat 

secara signifikan. Strategi ini tidak hanya berhasil memperkuat pengawasan pemilu, tetapi 

juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga proses demokrasi yang 

jujur dan adil. Penggunaan teknologi, seperti aplikasi pelaporan dan media sosial, terbukti 

efektif dalam memperluas akses masyarakat terhadap informasi pemilu dan memfasilitasi 

proses pelaporan pelanggaran. Kolaborasi dengan berbagai organisasi lokal juga berhasil 

memperkuat jaringan pengawasan, memberikan dampak yang lebih luas terhadap kualitas 
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pengawasan pemilu. Evaluasi secara berkala yang dilakukan Panwascam memberikan 

umpan balik yang sangat berguna untuk terus memperbaiki strategi pengawasan. Dengan 

demikian, pendekatan partisipatif ini tidak hanya memberdayakan masyarakat sebagai 

pengawas aktif, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap 

proses demokrasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi model bagi wilayah lain dalam 

mengimplementasikan strategi pengawasan partisipatif demi terciptanya pemilu yang lebih 

berkualitas di masa mendatang. 
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